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VISI DAN MISI  

Program Studi Ilmu Hukum FH-UKI 

Visi 

Menjadi program studi unggulan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di kawasan Asia Tenggara pada 

tahun 2034 yang peka dan antisipasif terhadap segala perubahan dalam era 

globalisasi sesuai nilai - nilai kristiani berdasarkan pancasila. 

Misi  

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipasif terhadap perubahan dan 

masih masalah social dan hukum dalam masyarakat. 

2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas 

dengan pebguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan 

transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan 

masyarakat khususnya di Asia Tenggara. 

3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam 

berbagai masalah - masalah social dan hukum dalam masyarakat untuk dapat 

mencarikan dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik. 

4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, demi meningkatkan kesadaran 

hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup 

dan kesejahteraan masyarakat. 
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ABSTRAK 

A. Nama       : Veberina Dewi Lestari Sihotang 

B. NIM       : 1640050115 

C. Judul        : Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat  

          Jenderal Bea dan Cukai dalam Penyidikan Tindak Pidana   

          Barang Kena Cukai yang Tidak Dibubuhi Pita Cukai dan  

          Pemidanaannya (Analisis Terhadap Putusan            

          Pidana Nomor: 757/Pid.Sus/2018/PN.Bdg)  

D. Kata Kunci      : Pidana, Bea Cukai, Penyidikan.  

E. Halaman          : 101 halaman 

F. Daftar Pustaka : 28 buku, 7 Undang - undang, 4 website 

G. Ringkasan Isi   :  

 Tindak pidana dibidang cukai yang erat kaitannya dengan barang kena cukai 

yang dibubuhi pita cukai. Pengenaan pungutan cukai terhadap minuman 

mengandung etil alkohol, etil alkohol dan hasil tembakau bertujuan untuk 

mengendalikan serta mengurangi dampak negatif pada kesehatan dan 

menambah pebdapata negara. Hadirnya peraturan perundang undangan tentang 

cukai bukan berarti kejahatan di bidang cukai semakin menurun. Dari uraian 

tersebut terdapat dua rumusan masalah yaitu kewenangan PPNS Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai dalam penyidikan tindak pidana barang kena cukai yang 

tidak dilekati pita cukai serta pemidanaanya. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian yang bersifat yuridis normatif.  

 Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

dalam penelitian ini adalah salinan putusan pidana cukai Nomor: 

757/Pid.sus/2018/PN.Bdg. Sedangkan data sekunder yaitu berupa buku tentang 

undang - undang cukai, buku kepabeanan dan cukai serta buku lain yang masih 

berkaitan dengan judul penelitian. 

 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam melakukan 

penyidikan tindak pidana cukai telah sesuai dengan tugas dan kewenangannya 

berdasarkan Undang - undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana barang 

kena cukai yang tidak dibubuhi pita cukai telah dilakukan dengan semaksimal 

mungkin, terbukti dari banyaknya kasus penindakan terhadap tindak pidana 

cukai. Pemidanaan pelaku tindak pidana cukai dilakukan dengan menindak 

tegas para pelanggar ketentuan undang - undang cukai. 

H. Dosen Pembimbing 

1. Dr. Petrus Irwan Panjaitan S.H.,M.H. 

2. Anton Nainggolan S.H.,M.H. 

                                                                                       Jakarta, 14 Januari 2020 

 

                                                                                      Veberina D.L Sihotang 

                                                                                        Penulis 
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ABSTRACT 

The authority of the Civil Servants Investigators of Directorate General of 

Customs and Excise in Investigation of Criminal Investigation of Excisable Goods 

that are Not Adhered with Excise Tapes and their Penalties (Analysis of Criminal 

Decisions Number: 757/Pid.Sus/2018/PN.Bdg). 

 

 Criminal acts in the excise sector are overly related to exisable goods that 

are not adhered with excise tapes. Imposition of excise taxation on drinks with ethyl 

alcohol, ethyl alcohol, and tobacco products intends to manage and decrease the 

negative impact on health and increase state revenues. The statutory regulations on 

excise taxation does not impact on the decrease of excise crimes. Based on the 

analysis, there are two research problems, including the authority of the PPNS of 

the Directorate General of Customs and Excise in investigating criminal acts of 

excisable goods that are not adhered with excise tapes and their penalties.  

 This is a normative juridical research. The data used are primary and 

secondary data. In this study, the primary data is a copy of the excise criminal 

decision Number 757/Pid.sus/2018/PN.Bdg. Meanwhile, the secondary data is in 

the form of books on excise tax laws, customs and excise, and other related sources 

to the research title. 

 Civil Servants Investigators (PPNS) of Customs and Excises in 

investigating of excise criminal acts follow their duties and authorities based on 

Law Number 39 of 2007 about excise. Civil Servants Investigators of Customs and 

Excises in investigating criminal acts of excisable goods that are not adhered with 

excise stamps have been performed to the maximum extent possible, as proven by 

the number of cases of prosecution of excise criminal acts. The criminalization of 

perpetrators of excise crime is carried out by act decisively on violators of the 

provisions of the excise tax law. 
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